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ABSTRAK 
 
HIKSYANI NURKHADIJAH (B111 08 420) “Sistem Pembagian 
Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatoa Kabupaten Bulukumba” 
dibimbing oleh Bapak Aminuddin Salle selaku Pembimbing I dan Ibu Sri 
Susyanti Nur selaku Pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta 
warisan pada masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba dan untuk 
mengetahui hubungan obyek warisan dengan sistem kewarisan pada 
masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di 
Kecamatan Kajang, Desa Tana Towa sebagai tempat bermukimnya 
penduduk asli Masyarakat Ammatowa, dengan teknik pengumpulan data 
dengan dua cara, yakni metode penelitian kepustakaan dan lapangan 
yang terdiri dari wawancara dan observasi di lapangan. Data yang 
dipergunakan adalah data primer yaitu data  yang diperoleh langsung dari 
lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data skunder 
yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu 
analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif. 
 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sistem kekerabatan 
masyarakat Ammatoa menganut sistem keturunan Parental, yaitu dimana 
garis keturunan yang diambil dari kedua belah pihak ayah maupun ibu. 
Sistem keturunan ini sangat berpengaruh pada sistem pembagian warisan 
nantinya. Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Ammatoa 
terbagi atas 2, sistem pembagian warisan secara kolektif bergilir 
(bersama-sama) dimana hasil dan pengelolaannya dilakukan secara 
bergilir sesuai dengan garis keturunan sebagaimana ajaran Pasang ri 
Kajang yang menjadi pedoman masyarakat Ammatowa. Namun, sistem 
kolektif ini hanya dikhususkan dalam pembagian harta warisan berupa 
tanah dan rumah, tanah yang di wariskan secara kolektif bergilir hanya 
kepada ahli waris laki-laki saja, rumah diwariskan secara kolektif bergilir 
kepada semua ahli waris, sedangkan untuk perhiasan dibagikan secara 
individual kepada ahli waris perempuan saja. Dimana harta warisan 
tersbut tidak dapat di jual kepada orang lain selain kerabat yang tinggal 
didalam satu wilayah dengan ahli waris, meskipun kesemuanya adalah 
masyarakat Ilalang Embayya. 
 
 
 
 
 
 
.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara yang penduduknya mempunyai aneka 
ragam adat kebudayaan. Dalam adat kebudayaan tersebut terdapat 
juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Sebagaimana yang 
tertuang dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi : 
 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang”. 
 
Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, 
dalam sambutannya pada Peringatan Hari Internasional Masyarakat 
Hukum Adat Sedunia menyatakan bahwa,  
 
“..., kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, 
sepanjang masih hidup. Artinya, hukum adat itu masih berlaku dan 
masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan”.
1
  
 
Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas 
hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari 
bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk 
                                         
1. “Sambutan Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia”,  
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=comcontent&task=view&id=2055&Itemid=70
1, 27 November 2012 
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masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-
undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh 
warga negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme 
hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia 
terdiri atas hukum waris menurut hukum Perdata Barat, menurut 
hukum Islam dan hukum waris menurut hukum Adat.  
Masing-masing hukum waris tersebut berlaku pada subjek 
hukum yang berbeda. Bagi mereka yang beragama Islam, berlaku 
hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan 
apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan 
tersebut dengan hukum waris lain, misalnya hukum waris adat yang 
dianut oleh mereka. Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian 
harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana 
yang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut2. 
Masalah Warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur 
proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda 
dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan 
manusia kepada keturunannya3. Jadi dalam hal ini masalah warisan 
erat kaitannya dengan masalah harta kekayaan.   
Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris 
sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem 
                                         
2. Soerojo Wignjodipoero SH .Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung. 
1995. hlm. 173 
3. Ibid, hlm. 161 
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kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris 
yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang 
masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris 
Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat 
Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat 
istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang 
lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan 
hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis 
pula.  
Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi 
oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap 
kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-
sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus 
membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara 
sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal 
perkawinan4.  
Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam 
kehidupan berbangsa, khususnya dalam kehidupan masyarakat yang 
heterogen. Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan adat istiadat 
masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep negara 
“Bhinneka Tunggal Ika”, yaitu konsep kesatuan dalam 
keanekaragaman. 
                                         
4. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 23. 
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Beberapa suku dengan populasi terbesar seperi suku Jawa, 
Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Deli, Ambon, Aceh, Papua, Bugis 
Makassar, dan berpuluh-puluh suku dengan populasi relatif kecil 
lainnya, telah dikenal adat istiadatnya yang spesifik dengan 
karakternya masing-masing. Sistem kewarisan adat yang berbeda 
antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain merupakan salah 
satu kekayaan budaya bangsa tak ternilai dan patut dipertahankan 
sebagai bagian dari sistem budaya nasional. Ketaatan suatu suku, 
termasuk ketaatannya untuk tetap menjunjung tinggi sistem kewarisan 
adat, merupakan nilai–nilai luhur yang dapat membendung pengaruh 
budaya luar yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan 
budaya nasional. 
Suku Bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang 
mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan 
Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan masyarakat lokal 
dengan bahasa dan dialeknya masing-masing (di luar empat bahasa 
daerah utama) yaitu Massenrenpulu (Enrekang), Selayar, Malili, 
Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang 
mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat “alu’ tudolo” yaitu 
adat turun temurun yang cenderung animisne, maka hampir semua 
suku lainnya menganut agama Islam beserta hukum waris adatnya. 
Masyarakat Ammatoa Kajang yang masih termasuk suku Bugis 
Makassar merupakan penkecualian oleh karena pengaruh agama 
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Islam yang relatif kecil dan mereka masih kuat berpegang pada adat 
istiadat lokal secara turun temurun5. 
Masyarakat Ammatoa Kajang adalah salah satu masyarakat 
kecil suku Bugis Makassar yang mendiami bagian selatan Propinsi 
Sulawesi Selatan, yaitu di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, 
Kabupaten Bulukumba, yang berjarak kurang lebih 240 km dari Kota 
Makassar. Keunikan masyarakat Ammatoa terletak pada kepercayaan 
“Patuntung” yang dianut turun temurun dan mempercayai adanya 
“Turie’ Akra’kna ́sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengatur 
kehidupan mereka. Kehidupan mereka sangat terbelakang bukan 
karena tidak terjangkau oleh pembangunan. Prinsip atau sikap hidup 
mereka yang masih memilih “kamase-masea” atau sederhana, 
sehingga mereka menolak semua program pembangunan masuk di 
desanya. Mereka tidak mengenal jalan aspal, penerangan listrik, 
sarana dan prasarana kehidupan kota/desa pada umumnya. Dalam 
kehidupan sehari-hari mereka memilih cara hidup sederhana dan apa 
adanya sebagai bagian dari “Pasang” yaitu “tallasa’ kamase-masea”. 
Pasang bentuknya berupa mitos, etiologi, legenda, maupun 
tema dan isinya adalah sesuatu yang dijumpai pada masyarakat  
manapun di Indonesia. Hanya saja bagi masyarakat Ammatoa, 
Pasang  adalah adat kebiasaan yang mengikuti mereka sejak lahir, 
sampai meninggal, termasuk adat kebiasaan, kepercayaan, yang 
                                         
5.  Mustara. Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan FH Unhas. Laporan Penataran 
FH-UGM: Makassar, 1978, hal. 15 
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berkaitan dengan pembagian harta warisan. Dalam bentuknya yang 
tidak tertulis, dimungkinkan Pasang untuk menjadi tidak teratur, maka 
perlu ada yang melestarikannya dan menjaganya. Yang melestarikan 
dan mejaganya adalah Ammatoa selaku pemimpin adat dan pemimpin 
desa, wakil nenek moyang dan dibantu pemimpin adat lainnya6. 
Terdapat makna yang jelas keterkaitan antara Pasang dalam 
kehidupan sehari-hari. Pasang adalah keseluruhan aturan yang harus 
diikuti oleh warga masyarakat Ammatoa, dan menjadi tanggung jawab 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasang  agar 
dilaksanakan dengan baik dan memberikan sanksi atas 
pelanggarannya.  
Masyarakat Ammatoa Kajang dipimpin oleh seorang tetua 
terpilih dengan sebutan Bohe’ Amma yang dibantu oleh 26 pemangku 
adat atau disebut Galla (menteri) yang memiliki tugas masing-masing. 
Kajang terbagi menjadi dua wilayah, Ilalang Embayya (kajang dalam) 
dan Ipantarang Embayya (kajang luar). Wilayah kajang luar 
merupakan wilayah yang menerima modernisasi, sedangkan wilayah 
kajang dalam merupakan wilayah adat yang mempertahankan tradisi 
dan menolak modernisasi. 
Masyarakat Ammatoa betul-betul memegang teguh pesan 
lontara, yaitu Pasang ri Kajang menyimpan pesan-pesan luhur. Yakni, 
                                         
6. M. Arifin Sallatang, 1965. Pendjasadan Pasang Dalam Masjarakat Kadjang. Skripsi 
pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang. Hlm. 46. 
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penduduk Tana Towa harus senantiasa ingat kepada Tuhan. Lalu, 
harus memupuk rasa kekeluargaan dan saling memuliakan. 
Masyarakat Ammatoa juga diajarkan untuk bertindak tegas, sabar, 
dan tawakal. Pasang ri Kajang juga mengajak untuk taat pada aturan, 
dan melaksanakan semua aturan itu sebaik-baiknya. 
Masyarakat adat Ammatoa tinggal berkelompok dalam suatu 
area hutan yang luasnya sekitar 50 km. Mereka menjauhkan diri dari 
segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal moderenisasi, 
kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Mungkin 
disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan 
hutannya yang selalu bersandar pada pandangan hidup adat yang 
mereka yakini. 
 Gaya hidup yang bersandar pada petuah dan ajaran-ajaran 
leluhur sebagai pandangan hidup masih dipegang teguh sampai 
sekarang. Berpakaian hitam-hitam dilengkapi penutup kepala yang 
juga berwarna hitam atau biasa disebut pasappu dalam bahasa 
setempat, dan sarung berwarna hitam atau disebut Tope lelleng. 
Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan 
dan bila memasuki kawasan Ammatoa, pakaian harus berwarna 
hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi Mayarakat Ammatoa 
sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan 
dalam kesederhanaan. tidak ada warna hitam yang lebih baik antara 
yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna 
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hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di 
depan sang pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi 
keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus di jaga 
keasliannnya sebagai sumber kehidupan. 
Sistem hukum adat komunitas Ammatoa termasuk sistem hukum 
warisnya adalah mengikuti “Pasang” (pesan, amanat tidak tertulis) 
yang dipercayai sebagai norma/aturan yang datang dari Turiek 
Akrakna (Tuhan yang Maha Berkehendak atau yang Maha Kuasa) 
yang disampaikan melalui Ammatoa sebagai representasi dari Turiek 
Akrakna. Komunitas Ammatoa menganut sistem keturunan parental 
atau bilateral, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang 
sama terhadap harta warisan. Harta warisan dikelola menurut sistem 
kolektip bergilir, atau harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para 
waris tetapi secara keseluruhan dikelola secara bergilir untuk 
memperoleh dan menikmati hasilnya. Proses pewarisan berlangsung 
selama kedua orangtua (pewaris) masih hidup. Jika salah satu masih 
hidup tetapi sakit atau uzur maka waris tertua mengelola harta warisan 
(pola kolektip mayorat) untuk dinikmati hasilnya secara bersama 
seluruh waris. 
Dalam pembagian harta waris, masyarakat Ammatoa (Ilalang 
Embayya) mengenal adanya pembagian warisan menurut garis 
keturunan. Dimana garis keturunan tersebut memiliki masing-masing 
bagian warisan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dikelola bersama-
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sama secara turun temurun sebagaimana yang telah dituliskan dalam 
Pasang. Sedangkan pembagian warisan pada masyarakat Ammatoa 
(Ipantarang Embayya) sudah berbeda, yakni menganut sistem 
pembagian warisan menurut Hukum Islam. 
Dengan adanya kenyataan seperti yang diuraikan diatas, 
membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh 
mengenai sistem hukum pembagian warisan pada suku Ammatoa di 
Kabupaten Bulukumba. 
 
B. Rumusan Masalah 
2. Bagaimanakah sistem kekerabatan pada masyarakat 
Ammatoa di Kabupaten Bulukumba? 
3. Bagaimanakah pembagian harta warisan pada masyarakat 
Ammatoa di Kabupaten Bulukumba? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sistem kekerabatan pada masyarakat 
Ammatoa di Kabupaten Bulukumba. 
2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan pada masyarakat 
Ammatoa di Kabupaten Bulukumba. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan 
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sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana 
bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka 
pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan 
pengembangan hukum keperdataan secara khusus dengan 
bidang hukum kewarisan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
dan wawasan khasanah ilmu pengetahuan bagi aparat 
pemerintahan dan masyarakat dalam rangka memahami 
sistem kekerabatan dan pembagian warisan pada suku 
Ammatoa di Kabupaten Bulukumba. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Istilah 
1. Sistem Kekerabatan 
Menurut bahasa, sistem kekerabatan terdiri atas dua kata, 
yakni sistem dan kekerabatan. Sistem adalah metode
7
, sedangkan 
kerabat adalah keluarga atau sanak saudara. Jadi, sistem 
kekerabatan adalah metode untuk menentukan apakah seseorang 
adalah keluarga atau sanak saudara bagi orang lainnya atau 
apakah seseorang termasuk bagian dari suatu masyarakat adat 
atau bukan. 
Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa sistem 
kekerabatan maupun prinsip garis keturunan adalah faktor-faktor 
yang menjadi dasar bagi masyarakat suku-suku bangsa di 
Indonesia. Sistem kekerabatan menentukan bidang-bidang hukum 
adat yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat, seperti 
misalnya hukum keluarga dan hukum waris. Selanjutnya 
ditambahkan oleh Soerjono bahwa faktor-faktor inilah yang 
merupakan salah satu dasar pembeda antara berbagai suku 
bangsa di Indonesia dan menjadi salah satu hal yang digunakan 
                                         
7. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, diakses 
pada 25 November 2012. 
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sebagai sarana untuk memelihara integritas suku bangsa8. 
Kemudian Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian 
masyarakat hukum adat sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat 
yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri 
sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan 
kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah 
dan air bagi semua anggotanya. Kehidupan bersama didasarkan 
pada gotong royong, tolong menolong
9
. 
Menurut Soepomo, masyarakat-masyarakat hukum adat di 
Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar 
susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan 
(genealogis) dan yang berdasar lingkungan daerah (teritorial); 
kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan 
pada kedua dasar tersebut di atas (territorial genealogis)
10. Dari 
sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang 
berdiri sendiri (tunggal), menjadi bagian dari masyarakat hukum 
adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum 
adat yang lebih rendah (bertingkat), serta merupakan perserikatan 
dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat 
(berangkai).11 
Pada masyarakat yang teritorial, faktor pengikatnya adalah 
                                         
8. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 56. 
9. Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 150. 
10. Soepomo, Bab-bab tentang hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hal. 51-52. 
11. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, op. cit., hal. 95. 
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karena mereka bertempat tinggal di dalam wilayah yang sama atau 
sama-sama berasal dari wilayah yang sama. Masyarakat yang 
genealogis mendasarkan keterikatan di antara anggota-anggotanya 
kepada hubungan darah yakni setiap orang dalam masyarakat itu 
merasa terikat satu dengan yang lainnya karena sama-sama 
berasal dari hubungan darah yang sama. Sedangkan masyarakat 
yang teritorial-genealogis mendasarkan keterikatan antar anggota-
anggotanya pada tempat tinggal dan adanya hubungan darah. 
 
2. Hukum Waris Adat 
Hukum waris tidak saja terdapat dalam hukum adat, tetapi juga 
terdapat dalam hukum islam dan hukum barat. Hal ini bukan saja 
akibat adanya pembagian dalam Pasal 163 dan Pasal 131 I.S., tetapi 
kenyataannya sekarang masih terasa dan terdapat pembagian itu.  
Untuk membedakan hukum waris dalam satu sistem hukum dengan 
hukum waris dalam sistim hukum lainnya, maka dalam hal ini 
digunakan istilah hukum waris adat. Istilah waris belum ada kesatuan 
arti, baik yang ditemui dalam kamus hukum maupun sumber lainnya. 
Istilah waris ada yang mengartikan dengan “harta peninggalan, 
pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang 
meninggal dunia seluruh atau sebagian menjadi hak para ahli waris 
atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat”. Selain itu ada yang 
mengartikan waris “yang berhak menerima harta pusaka dari orang 
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yang telah meninggal”12.  
Nampak ada perbedaan, di satu pihak mengartikan istilah waris 
dengan harta peninggalan dan di pihak lain mengartikan dengan 
orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Adanya 
perbedaan pendapat ini menunjukkan belum adanya keseragaman 
dalam bahasa hukum. 
Untuk mendapatkan suatu pengertian yang jelas perlu adanya 
kesatuan pendapat tentang suatu istilah tersebut. Untuk mencapai itu, 
usaha yang dilakukan adalah menelusuri secara etimologi. 
Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi 
bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata “warisa” artinya mempusakai 
harta, “waris artinya ahli waris, waris”. Waris menunjukkan orang yang 
menerima atau mempusakai harta dari orang yang telah meninggal 
dunia. Dalam hukum adat istilah waris lebih luas artinya dari arti 
asalnya, sebab terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang 
meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan 
meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya. 
Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum 
adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang 
orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (Pewaris), 
harta waris (Warisan), waris (Ahli waris dan bukan ahli waris) serta 
pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada 
                                         
12. Soerjono Soekanto. Hukum Adat Indonesia. Rajawali: Jakarta, 1981, hal. 30 
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warisnya.  
Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup 
permasalahan hukum Adat yang meliputi norma-norma yang 
menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun immaterial, yang 
mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya 
serta yang sekaligus mengatur saat, cara, dan proses peralihannya 
dari harta yang dimaksud13. Istilah “hukum waris adat“ dimaksudkan 
untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Islam, hukum 
waris Nasional, hukum waris Indonesia dan istilah hukum waris 
lainnya14. 
Istilah tentang hukum waris adat ini tidak terikat kepada asal kata 
“waris” yang berasal dari bahasa arab ataupun hukum waris Islam. 
Pembicaraan mengenai hukum waris adat berarti kita bicara sekitar 
hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang–
undang yang di sana-sini tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur 
ajaran agama dan hukum adat waris yang secara turun temurun dari 
zaman purba. 
Ter Haar mengartikan hukum waris adat adalah15: 
“ .....aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad 
ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud 
dan tidak berwujud dari generasi ke pada generasi”. 
 
                                         
13. Tolib Setiyadi, SH. 2008. Intisati Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm. 281. 
14. Hadikusuma, 1990. Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7 
15. Ibid. 
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Ini diperkuat oleh Supomo16: 
“...Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur 
proses penerusan serta mengoperkan barang- barang harta benda 
dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan 
manusia (generatie) kepada keturunannya”. 
Dalam pengertian di atas terlihat bahwa pewarisan dapat terjadi 
di saat pewaris masih hidup. Ini berbeda dengan pengertian hukum 
waris barat dan hukum waris Islam. Dengan demikian jelas terlihat 
bahwa hukum waris adat memiliki corak dan sifat-sifat khas dan 
tersendiri, yang berbeda dengan hukum-hukum waris lain 
(Islam/Barat). Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang 
timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari Bangsa 
Indonesia. 
Hadikusuma17 menggaris bawahi hukum waris adat di Indonesia 
sangat terpengaruh oleh sikap budaya bangsa Indonesia, seperti 
sistem kekeluargaan yang lebih mendahulukan rukun dan damai dari 
pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. 
Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas 
bangsa Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hilman 
Hadikusuma18 : 
“Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas 
Indonesia, yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat. 
                                         
16. Ibid, hlm. 8. 
17. Ibid, hlm. 9. 
18. Hilman Hadikusumah, 1983. Hukum Waris Adat. Alumni, Bandung. Hlm 19  
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Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa 
Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang 
bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah 
kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan 
dan kedamaian di dalam hidup.” 
Dari beberapa pendapat di atas terdapat suatu kesamaan 
bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan 
harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan 
dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 
unsur pokok, yaitu : 
1. adanya Pewaris; 
2. adanya Harta Waris; 
3. adanya ahli Waris; dan  
4. Penerusan dan Pengoperan harta waris. 
3. Sifat Hukum Waris Adat 
Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris 
Perdata dengan hukum waris Islam, maka dapat terlihat 
perbadaannya dalam harta warisan dan cara pembagiannya. 
Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan 
kesatuan yang tidak dapat ternilai, tetapi merupakan kesatuan yang 
tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan 
kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual 
sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada 
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para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam 
hukum waris Islam atau hukum waris perdata. 
Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-
bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada 
yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama 
para ahli waris, tidak dapat dimiliki secara perseorangan, tetapi ia 
dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 
KUHPerdata alinea pertama yang berbunyi : 
“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta 
peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta 
peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.” 
Harta waris adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan 
sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan 
para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang 
terbagi kalau akan dijual oleh para ahli waris kepada orang lain harus 
dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak 
melanggar hak ketetanggaan (naastingsrecht) dalam lingkungan 
kerukunan kekerabatan. 
Hukum waris adat tidak mengenal azas “legitime portie” atau 
bagian yang mutlak sebagaimana hukum waris Perdata dimana untuk 
para ahli waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari 
harta warisan. 
Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk 
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sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para 
ahli waris. Akan tetapi jika para ahli waris memiliki kebutuhan dan 
kepentingan, sedangkan dia berhak mendapat warisan, maka bisa 
saja ahli waris mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan 
harta warisan dengan cara bermusyawarah mufakat dengan para ahli 
waris lainnya. 
4. Istilah Dalam Hukum Waris Adat 
Istilah waris berasal dari bahasa Arab, dan terdapat di dalam 
hukum waris Islam. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa 
istilah yang biasa dipakai dalam pembahasan hukum waris adat dalam 
hubungannya dengan unsur-unsur hukum waris. 
(1) Warisan 
Warisan menunujukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah 
wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak 
terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang 
didapat seseorang bukan dari peninggalan si pewaris tetapi didapat 
sebagai hasil usaha pencarian sendiri didalam ikatan atau diluar 
ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta 
kekayaan seseorang yang telah wafat. 
(2) Peninggalan 
Peninggalan ini biasanya menunjukkan harta warisan yang 
belum dibagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang 
pewaris masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah 
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harta pusaka. 
(3) Pusaka 
Pusaka biasanya disebut harta pusaka yang dapat dibedakan 
sebagai pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah 
harta peninggalan dari zaman leluhur, yang karena keadaannya, 
kedudukan dan sifatnya yang tidak dapat atau tidak patutu dibagi. 
Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari 
beberapa generasi diatas ayahnya, kedudukan dan sifatnya tidak 
mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, penguasaan atau pemakaiannya 
atau mungkin juga kepemilikiannya. Garis batas harta pusaka tinggi 
dan harta pusaka rendah tidak memiliki perbedaan yang tegas, 
tergantung pola kemasyarakatan setempat. 
(4) Harta Perkawinan 
Untuk menunjukkan harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki 
oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta 
perkawinan ini dapat terdiri dari penantian, harta bawaanya, harta 
pencaharian, dan harta pemberian. Harta perkawinan ini merupakan 
kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika 
perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada 
kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya 
putusnya perkawinan. 
(5) Harta Bawaan 
Harta bawaan dipakai untuk menunjukkan semua harta yang 
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datang, dibawa oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi.  
(6) Harta Pencarian 
Harta pencarian dipakai untuk menunjukkan semu harta 
kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha 
bersama suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan. Pada 
umumnya harta pencarian ini termasuk harta bersama suami isteri 
dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya harta ini terpisah diantara 
hasil suami milik suami dan harta isteri milik isteri. 
(7) Harta Pemberian 
Harta pemberian dipakai untuk menunjukkan bagian dari harta 
kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama atau secara 
perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian itu 
dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah 
wasiat. 
(8) Pewaris 
Pewaris menunjukkan orang yang meneruskan harta 
peninggalan ketika hidupnya kepaada ahli waris atau orang yang 
setelah wafat meninggalkan harta yang akan diteruskan atau 
dibagikan kepada ahli waris. Pewaris ini adalah orang yang memiliki 
harta warisan. 
(9) Pewarisan 
Pewarisan adalah perbuatan meneruskan harta kekayaan yang 
akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian 
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harta warisan kepada ahli waris.Jadi ketika pewaris masih hidup 
pewarisan berarti meneruskan atau menunjuk, setelah pewaris wafat 
pewarisan berarti pembagian harta warisan. 
(10) Ahli Waris 
Ahli waris adalah orang yang mendapat harta warisan, yaitu 
mereka berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi 
kewarisan juga dari harta warisan. Jadi ahli waris adalah orang yang 
berhak mewarisi. 
 
B. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat 
Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu 
sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup 
Pancasila. Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal 
tolak berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses 
pewarisan, agar penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat 
berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa 
atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang wafat19. 
2. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa 
Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa setiap orang  
yang percaya dan mengakui adanya Tuhan menurut agama dan 
kepercayaannya masing-masing. Rejeki dan harta kekayaan 
manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki adalah karunia Tuhan. 
                                         
19. Hakim, S.A. Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan). Stensil: Djakarta. 1967, 
hal. 28. 
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Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu 
setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Apabila manusia tidak bersyukur terhadapNya, maka di 
kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kerugian.  
Kesadaran bahwa Tuhan Maha mengetahui atas 
segalanya, maka apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris 
tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. 
Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan 
memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan 
selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga 
kerukunan dari pada pertentangan. 
Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa 
didalam hukum waris adat merupakan dasar untuk menahan 
nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dari 
masalah pewarisan. 
3. Asas Kemanusiaan 
Asas Kemanusiaan ini bermaksud agar setiap manusia itu 
harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga 
memperoleh kesamaan hak dan tanggung jawab dalam 
memelihara kerukunan hidup sebagai satu ikatan keluarga. 
Pada dasarnya tidak ada waris yang berbeda, tidak ada yang 
harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari warisan yang 
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terbagi, dan tidak ada waris yang dihapuskan dari hak pakai dan 
hak menikmati warisan yang tidak terbagi. 
Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan 
mewujudkan sikap saling menghargai antara ahli waris. Maka 
dalam hukum waris adat, bukan penetuan banyaknya bagian 
warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan 
kebutuhan para ahli waris yang dapat dibantu dengan adanya 
warisan tersebut. 
Atas dasar asas kemanusian ini, kedudukan harta warisan 
dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan pembagian atau 
penangguhan pembagian. Jika ada pembagian warisan, tidak 
berarti hak yang didapatkan ahli waris laki-laki dan perempuan 
sama banyaknya, bisa saja ahli waris yang lebih membutuhkan 
mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lainnya. 
Sedangkan apabila kerukunan hidup antar ahli waris baik, 
dimungkinkan harta tersebut tidak dibagi untuk dinikmati secara 
bersama-sama dibawah pimpinan pengurus harta warisan 
sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku 
dalam masyarakat adat. 
Dengan demikian, asas kemanusiaan ini mempunyai arti 
kesamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil 
dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun 
dalam cara pemanfaatan dengan selalu memperhatikan para 
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ahli waris dengan kehidupannya.  
4. Asas Persatuan 
Ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat 
menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan 
sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. 
Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau 
kekerabatan selalu berada diatas kepentingan perorangan, demi 
persatuan dan kesatuan keluarga. Maka, apabila pewaris wafat 
bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera 
diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu 
supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu. 
Apabila pewarisan yanga akan dilaksanakan akan berakibat 
timbulnya sengketa antar ahli waris, maka para tetua adat dapat 
bertindak menangguhkan pembagian harta warisan untuk 
menyelesaikan terlebih dulu hal-hal yang dapat mengakibatkan 
rusaknya persatuan dan kerukunan keluarga yang 
bersangkutan. 
Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan 
didalam masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang 
berwibawa dan selalu dapat bertindak bijaksana dalam 
mengadakan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin yang 
bijaksana dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah 
orang-orang yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi rumah 
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tangga lainnya, terutama bagi para ahli waris dan keluarga yang 
bersangkutan. Karena sering terjadi perpecahan antara ahli 
waris karena harta bersama yang dikuasai oleh tetua adat 
disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. 
Jadi, Asas persatuan ini dalam hukum waris adat 
merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap 
memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai 
dalam mengurus dan menikmati serta memanfaatkan warisan 
yang tidak terbagi ataupun menyelesaikan masalah pembagian 
kepemilikan harta warisan yang terbagi-bagi. 
4. Asas Musyawarah Mufakat 
Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap 
ahli waris memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak 
dari kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan 
mufakat bersama. 
Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta 
warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan 
kehendak satu dengan lainnya untuk menuntut hak tanpa 
memikirkan kepentingan ahli waris lainnya. 
Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini 
adalah ahli waris yang dituakan, dan apabila terjadi 
kesepakatan, maka setiap ahli waris wajib untuk menghargai, 
menghormati, menaati dan melaksanakan hasil keputusan. 
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Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan 
maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi 
kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi 
perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang 
telah dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki 
fungsi sosial, masih tetap dapat saling tolong-menolong antara 
ahli waris. 
5. Asas Keadilan Sosial 
Dalam hukum waris adat, asas keadilan ini artinya keadilan 
bagi seluruh ahli waris tentang harta warisan, baik ahli waris 
langsung, ahli waris yang terjadi karena pengakuan saudara 
menurut adat setempat. Adil dalam proses pembagian warisan 
dipengaruhi oleh sendi kehidupan masyarakat adat setempat. 
Dengan adanya asas keadilan ini, maka dalam hukum 
waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian 
harta warisan yang sama jumlahnya atau nilainya, tetapi sesuai 
dan sebanding dengan kepentingan para ahli waris. 
 
C. Pewarisan Menurut Hukum Adat 
1. Sistem Keturunan 
Istilah sistem keturunan sangat erat hubungannya dengan 
sistem kewarisan. Sistem keturunan pada garis besarnya mengatur 
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mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa 
kerabat dan bukan kerabat. Cara penarikan garis ini berbeda-beda 
pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda 
tersebut selanjutnya akan menentukan bentuk perkawinan yang boleh 
dan yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota masyarakat 
adatnya. Demikian pula dalam hukum kewarisannya siapa pewaris 
dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat 
ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing 
masyarakat adat tersebut.  
Kita dapat membagi jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya, 
yakni: 
b. Garis keturunan lurus keatas dan kebawah, yakni seseorang 
yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, 
misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak 
dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus kebawah.   
c. Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila 
antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya 
ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara 
sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.
20
 
Penentuan garis keturunan ini adalah bagian dari sistem 
kekerabatan yang menunjukkan apakah seseorang tersebut masuk 
kedalam keluarga yang sama dengan ibu dan bapaknya atau hanya 
                                         
20. Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hal. 4. 
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dengan salah satu pihak, ibu atau bapak saja. 
Dalam masyarakat adat, sistem kekerabatan dalam arti 
penarikan garis keturunan tersebut, dapat dibagi menjadi dua, yakni 
menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (unilateral), dan 
menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (Bilateral). 
Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi dua pula, yakni yang 
menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (Patrilineal) saja, 
dan yang menarik garis keturunan hanya dari pihak perempuan 
(Matrilineal) saja21. 
b. Patrilineal 
Sistem kekerabatan Patrilineal ialah sistem kekerabatan yang 
penghubung garis keturunannya adalah laki-laki, dan anak yang lahir 
dalam sistem ini hanya menjadi keluarga dari ayah dan segenap 
keluarga ayahnya atau satu klan dengan ayah. Bentuk penarikan garis 
keturunan hanya dari pihak laki-laki seperti ini disebut juga Patrilineal 
murni seperti yang berlaku di tanah Batak. 
Bentuk lain dari sistem kekerabatan Patrilineal adalah 
Patrilineal beralih-alih (alternerend). Pada Patrilineal beralih-alih 
penghubung garis keturunan dapat berganti-ganti, yakni bisa dari 
pihak laki-laki atau pihak perempuan. Dengan demikian sifatnya tidak 
murni menarik garis penghubung dari pihak laki-laki.  
c.  Matrilineal 
                                         
21. Soebakti, Poesponoto. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Pradnya Paramita. Jakarta. 1960. 
Hal.125 
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Dalam sistem kekerabatan Matrilineal, penghubung garis 
keturunan dari suatu keluarga adalah perempuan. Anak yang lahir 
dalam perkawinan ini hanya menjadi keluarga dari ibu dan segenap 
keluarga ibunya atau dengan perkataan lain anak tersebut hanya akan 
satu klan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hubungan antara 
anak dengan keluarga dari pihak ibu jauh lebih erat dan juga dianggap 
lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak 
bapak. Karena kelak anak-anak yang lahir dalam perkawinan pada 
sistem kekerabatan Matrilineal akan menjadi penerus klan ibunya.  
d. Bilateral 
Pada sistem kekerabatan Bilateral atau Parental, penarikan garis 
keturunan dilakukan dari kedua belah pihak yakni melalui garis ayah 
dan ibu. Setelah perkawinan, suami dan istri secara bebas 
memutuskan dimana mereka akan bertempat tinggal. Kemudian anak 
yang lahir dari bentuk perkawinan dalam sistem Bilateral ini akan 
masuk kedalam keluarga ayah dan ibu serta segenap keluarga ayah 
dan ibunya secara serentak. 
2. Sistem Kewarisan 
a. Sistem Kewarisan Individual 
Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah 
sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk 
dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya 
masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-
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masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya 
untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, 
anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. 
Sistem ini banyak berlaku di kalangan sistem kekerabatan 
Parental, atau dikalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum 
islam. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian sistem individual 
ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memiliki harta 
secara bersama, karena para ahli waris yang tidak lagi berada dalam 
satu lingkungan yang sama atau dirumah orang tua dan masing-
masing para ahli waris sudah berpencar sendiri-sendiri. 
Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan 
kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas 
menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai 
modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain. 
Kelemahan dari sistem pewarisan secara individual ini adalah 
pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang 
dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi 
dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan individual ini 
mengarah pada nafsu yang bersifat individualistis dan matrealistis. 
Yang mana akan menyebabkan timbulnya perselisihan antara para 
ahli waris. 
b. Sistem Pewarisan Kolektif 
Pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta 
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peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris 
kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan 
dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan 
dan menggunakan serta mendapatkan hasil dari harta peninggalan 
tersebut. Cara penggunaan untuk kepentingan dan kebutuhan 
masing-masing ahli waris diatur bersama atas musyawarah mufakat 
oleh para ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Ada 
kemungkinan sistem kewarisan kolektif ini berubah ke sistem 
kewarisan individual, apabila para ahli waris menghendakinya. 
Kebaikan dari sistem waris secara kolektif ini adalah apabila 
fungsi harta warisan tersebut diperuntukkan untuk kelangsungan 
hidup keluarga tersebut untuk masa sekarang dan masa yang akan 
datang, tolong menolong atara yang satu dengan yang lain dibawah 
pimpinan kepala kerabat yang bertanggun jawab penuh untuk 
memelihara, membina dan mengembangkan. Kelemahan sistem waris 
kolektif adalah menumbuhkan cara berfikir yang kurang terbuka bagi 
orang luar. Karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki pemimpin 
yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang mulai berkembang 
dari ahli waris. 
c. Sistem Pewarisan Mayorat 
Sistem pewarisan mayorat sebenarnya termasuk dalam 
kewarisan yang bersifat kolektif, tetapi penerusannya dan pengalihan 
hak penguasaanatas harta warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan 
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kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin yang 
menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. 
Anak tertua sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah 
wafat, wajib mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain 
terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-
adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat memiliki rumah 
tangga sendiri dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan 
mereka yang turun-temurun. Sama halnya dengan sistem kolektif 
yang dimana setiap ahli waris dari harta bersama tersebut memiliki 
hak memakai dan menikmati harta tersebut secara bersama-sama. 
Kelemahan dan kelebihan sistem pewarisan secara mayorat ini 
terdapat pada kepemimpinan anak tertua dimana dalam hal ini 
kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam 
mengurus harta kekayaannya dan memanfaatkannya guna 
kepentingan seluruh ahli waris. Anak tertua yang memiliki tanggung 
jawab penuh akan dapat mempertahankan kautuhan dan kerukunan 
keluarganya sampai seluruh ahli waris dapat membentuk keluarga 
sendiri.  
3. Harta Warisan 
Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda 
yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris)22 
baik yang sudah terbagi maupun yang belum tau memang tidak 
                                         
22. ENSIKLOPEDIA INDONESIA N-Z, W. van Hoeve Bandung, hlm. 1419 
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terbagi. Jadi, harta warisan ini adalah harta kekayaan seorang pewaris 
karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi 
atau tidak dibagi. 
Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-
bagi kepemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan atas 
harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa 
fungsi sosial. Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan 
masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih 
dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan keutuhan tali 
persaudaraan.  
Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya 
individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas 
bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat 
dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, 
keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk 
kepentingan bersama23. 
1. Harta Asal 
Harta asal adalah smua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki 
oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan 
kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri 
dari : 
1. Harta Peninggalan 
                                         
23. Anandasasmita, Komar. Pokok-pokok Hukum Waris. IMNO Unpad: Bandung, 1984, hal. 156. 
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 a. Peninggalan yang tidak dapat dibagi 
Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun 
dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga. 
b. Peninggalan yang dapat terbagi 
Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka 
menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai 
dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh 
kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, 
bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian 
hak miliknya menjadi perseorangan. 
Terbaginya harta peninggalan dapat terjadi ketika pewaris 
masih hidup atau sesudah wafat. Ketika pewaris masih hidup 
terdapat pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan 
pewaris kepada ahli waris untuk menjadi bekal kehidupan para 
ahli waris selanjutnya. 
2. Harta Bawaan 
 Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun 
isteri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta 
sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri 
sendiri. Harta asal dapat di lihat sebagai harta bawaan yang isinya 
berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk 
menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.  
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3. Harta Pemberian 
Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya 
bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena 
hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh 
seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami 
isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat 
terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa 
benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi 
pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah 
berlangsungnya pernikahan. 
4. Harta Pencarian 
Harta Pencarian adalah harta yang didapat suami isteri 
selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun 
isteri. 
5. Hak Kebendaan 
Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris 
mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak 
kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak 
kebendaan yang dapat terbagi ada pula uyang tidak terbagi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tana Toa, Kecamatan 
Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian karena sesuai 
dengan objek penelitian kewarisan adat yang akan di teliti. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau 
seluruh, gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi 
yang dimaksud adalah masyarakat adat Kajang dan pemerintah 
daerah Kabupaten Bulukumba.  
Populasi dalarn penelitian ini sangat luas sehingga dipilih 
sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan 
berdasarkan purposive sampling, yang artinya sampel telah 
ditentukan dahulu berdasar objek yang diteliti yaitu Tokoh 
Masyarakat Adat dan Ammatowa. 
2. Sampel 
Sampel adalah contoh, monster, representan atau wakil dari 
suatu populasi yang cukup besar jumlahnya atau satu bagian 
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dari keseluruhan yang dipilih dan representatif sifatnya. Aktivitas 
pengumpulan sampel disebut sampling. Sampel yang dimaksud 
adalah Tokoh Masyarakat Adat dan Ammatowa. 
Selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan objek 
penelitian, maka ditentukan responden dari penelitian ini. 
Responden tersebut antara lain: 
1. Masyarakat Adat Ammatoa 
2. Kepala adat Ammatoa 
3. Masyarakat yang mendapatkan warisan 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data sebagimana yang 
diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan 
dua cara, yaitu: 
1. Teknik Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan untuk memperoleh 
data dan informasi yang diperlukan. 
2. Teknik studi dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis 
berupa dokumen resmi peraturan perundang-undangan, media 
cetak, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
yang akan dibahas dalam penelitian. 
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D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh secara 
langsung dari responden di lokasi penelitian, baik berupa 
wawancara langsung terhadap masyarakat adat setempat 
dan pejabat daerah Kabupaten Bulukumba. 
2. Data sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori 
dalam memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder 
ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, 
dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya 
ilmiah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan 
objek penelitian. 
 
E. Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data 
sekunder yang telah dianggap valid selanjutnya akan diolah dan 
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk lebih 
mendapatkan gambaran nyata maka data kualitatif tersebut 
selanjutnya akan disajikan secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Profil Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis Desa Tana Towa 
Kawasan Adat Ammatoa bertempat di Desa Tana Towa, 
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi 
Selatan yang berada sekitar 250 km dari kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut tempat mukimnya, suku 
Kajang terbagi dalam dua kelompok yaitu suku Kajang Luar 
(Ipantarang Embayya) dan Suku Kajang Dalam (Ilalang 
Embayya). Dalam kesehariannya masyarakat ini menggunakan 
Bahasa Makassar berdialek Konjo. Suku Kajang Dalam meliputi 
tujuh dusun di Desa Tana Towa. Pusat kegiatan komunitas suku 
Kajang Ammatoa berada di Suku Kajang Dalam tempatnya di 
dusun Benteng yang ditandai dengan kehadiran rumah 
Ammatoa dan rumah warga kawasan adat dengan bentuk 
rumah panggung yang tiangnya berjumlah 16 dan ditanam di 
bawah tanah dan dapurnya terletak di samping pintu masuk. 
Rumah dibangun dari sumber daya alam seperti pepohonan. 
Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Dati II 
Bulukumba, terletak di bagian utara Kecamatan Kajang, 
berbatasan dengan wilayah Kabupaten Dati II Sinjai. Luas 
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wilayah Desa Tana Towa 1.820 ha, terdiri atas sembilan dusun, 
yaitu : (1) Dusun Balagana, (2) Dusun Jannayya, (3) Dusun 
Bantalang, (4) Dusun Pangi, (5) Dusun Sobbu, (6) Dusun 
Balambina, (7) Dusun Benteng, (8) Dusun Luraya, dan (9) 
Dusun Tombolo. Desa ini berbatasan dengan  empat desa 
yang merupakan pemekaran dari desa tanah Toa sendiri pada 
tahun 1995    yaitu: Sebelah Utara dengan Desa 
Batunilamunge, sebelah selatan dengan Bonto Baji, sebelah 
barat dengan Pattiroang dan sebelah timur dengan Malleleng. 
Dari kesembilan dusun yang ada di desa tanah Toa tersebut, 
Tujuh diantaranya berada didalam kawasan adat, dua yang 
lainnya berada diluar yaitu dusun Benteng dan Jannayya. Luas 
wilayah yang masuk dalam kawasan ini 998 ha, atau lebih dari 
separuh (55%) wilayah Desa Tana Toa. 
Kawasan Adat Kajang dibatasi, secara alamiah, dengan 
empat sungai, yaitu (1) Sungai Tuli di bagian utara, (2) Sungai 
Limba di bagian timur, (3) Sungai Sangkala di bagian selatan, 
dan (4) Sungai Doro di bagian barat. 
Batasan alamiah tersebut oleh mereka disebut emba (pagar) 
atau rabbang (kandang). Kawasan yang ada dalam lingkup 
batas alamiah itu kemudian disebut Ilalang Embaya (dalam 
pagar) dan daerah di luarnya disebut Ipantarang Embaya (di 
luar pagar). Dari istilah rabbang kemudian dikonsepsikan 
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kawasan dalam adat sebagai rabang Seppang (kandang 
sempit), sementara kawasan di “luar” dikonsepsikan sebagai 
rabbang luara (kandang luas). Rabbang Seppangna Amma ini 
juga menjadi batas sejauh mana seorang Ammatoa boleh 
bepergian.  
Tiap-tiap tempat yang menjadi daerah Tanah Toa dalam 
keyakinan masyarakat adat bukan hanya soal geografis, tapi 
juga berkaitan dengan persoalan keyakinan spiritual dan 
keterkaitan mereka secara batin. Nama-nama seperti Doro, 
sangkala, Tuli dalam kawasan adat dan Dalonjo, Damangga, 
dakodo, Dangampa dan Tumutung ri Sobbu (diluar kawasan 
adat) adalah nama-nama yang diyakini menjadi penjaga negeri 
yang memiliki hubungan batin dengan komunitas adat. Itulah 
sebabnya mengapa tanah atau daerah komunitas adat mereka 
menjadi begitu penting.  
Demikian halnya dengan Istilah Ilalang embayya dan 
ipantarang embayya tidak sekedar sebagai batas wilayah tetapi 
lebih dari itu istilah ini juga menunjukkan batas-batas identitas 
antara komunitas dalam kawasan adat dengan di luar kawasan 
adat. Perbedaan identitas itu misalnya ditunjukkan dengan 
symbol Ilalang Embayya butta to Kamase-masea (Dalam lokasi 
adat sebagai tempat orang-orang yang bersahaja). Sedangkan 
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ipantarang embayya sebagai butta kuasaiyya. (Diluar kawasan 
adat sebagai tempat orang-orang yang punya kuasa). 
Jarak tempuh dari ibukota kecamatan sekitar 20 km, dari Ibu 
kota kabupaten 60 km, dan dari ibu kota provensi 200 km. 
Perjalanna ketempat ini dapat ditempuh dari ibu kota 
kecamatan ½ jam, Sedang dari ibu kota kabupaten 1 ½ jam, 
dari ibu kota provensi sendiri kira-kira dapat ditempuh 3- 4 jam. 
Di desa tanah Toa khususnya di luar kawasan kendaraan 
lancar, bahkan sekarang sudah ada ojek. Untuk didalam 
kawasan berlaku aturan tersendiri mengenai transportasi yaitu 
mobil, motor ataupun sepeda tidak boleh masuk kedalam. 
Kendaraan yang bisa diguanakan didalam kawasan adat 
adalah kuda.  
Sementara itu, di lihat dari elevasinya, tinggi dari permukaan 
laut Desa Tana Towa bervariasi antara 75 m sampai 155 m. 
tertinggi adalah Dusun Daulu dan terendah Dusun Tombolo. 
Curah hujan di kawasan ini mencapai 2000 – 2500 mm 
pertahun. 
Komunitas Adat Kajang membentuk perkampungan 
tersendiri dengan jumlah unit keluarga 833 kepada keluarga 
dan rumah sebanyak 730 buah. Akan tetapi berbeda dengan 
pola perkampungan masyarakat luar di mana rumah diatur 
berderet sebelah menyebelah sepanjang jalan dan mencirikan 
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adanya corak pelapisan sosial, pola perkampungan dalam 
kawasan adat Ammatoa biasanya berkelompok (kluster) dan 
bentuknya seragam. 
2. Kondisi Masyarakat di Kawasan Adat Ammatoa 
Masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan sebuah 
komunitas masyarakat etnis di Sulawesi Selatan yang terdapat 
di daerah kabupaten Bulukumba. Masyarakat ini, dalam 
kehidupannya masih sangat memegang kuat tradisi dan pola 
hidup yang senantiasa harmonis dengan alam. Bahkan uniknya 
lagi, komunitas masyarakat ini tak mau menerima tekhnologi 
yang ada sekarang karena bagi mereka tekhnologi yang ada 
saat ini dapat merusak kehidupan yang senantiasa harmonis 
dengan alam. 
Saking tak maunya menerima tekhnologi baru, dalam 
wilayah komunitas masyarakat ini, tak ada yang namanya 
listrik. Bahkan jika kemana-mana pun mereka tak pernah 
menggunakan alas kaki dan mereka juga senantiasa 
menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Jika ada orang 
luar yang ingin masuk kedalam wilayah mereka, orang luar 
tersebut harus mematuhi aturan adat yang berlaku disana dan 
tentunya juga harus menggunakan pakaian yang berwarna 
hitam. 
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Perbedaan mendasar antara rumah masyarakat adat dengan 
Ammatoa lainnya adalah dinding dan lantai rumah masyarakat 
adat terbuat dari papan dan boleh menggunakan paku. 
Sedangkan dinding dan lantai rumah Ammatoa buat dari bambu 
(te’re), dan antara dinding satu dengan yang lainnya 
dihubungkan oleh tali serat alam yang terbuat dari akar-akar 
pohon dsb (tidak menggunakan paku). Dimana pimpinan Adat 
dalam komunitas ini adalah "Ammatoa"24.  
Namun, hanya masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang 
Dalam (Ilalang Embayya) yang masih sepenuhnya berpegang 
teguh kepada adat Ammatoa. Mereka mempraktekkan cara 
hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang 
berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat 
membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka, karena 
bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas 
yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang 
kemudian disebut sebagai masyarakat adat Ammatoa 25. 
Nilai-nilai yang mereka anut, meski kelihatan primitif, namun 
hal tersebut tidaklah demikian. Sebab mereka pun mengenal 
tekhnologi yang meski masih sangat sederhana. Selain itu, 
masyarakat ini juga, dalam menjalankan kehidupan 
                                         
24  http://sejarahkajangardiansyahputra32.wordpress.com/. Diakses pada 28 Februari 2013 
25  Widyasmoro. Kajang, Badui dari Sulawesi. Majalah Intisari Edisi: No. 511. 2006, hal. 141. 
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kesehariaanya senantiasa berpegang teguh terhadap apa yang 
didapatkan dari alam tempat mereka hidup. 
3. Gambaran Sejarah terbentuknya Kawasan Adat Ammatoa 
Masyarakat Kajang pada mulanya terdiri atas beberapa 
kepala kaum. Mitos raja atau Karaeng (pemerintahan) selalu 
dikaitkan dengan Tau Manurung (orang yang turun ke bumi dan 
menjadi pemula lapisan keturunan bangsawan). Manusia 
pertama di Kajang adalah diturunkan dari kayangan atas 
kehendak Turie' A'Ra'na (Tuhan Yang Maha Esa) dan itulah 
yang disebut dengan Tomanurung dan menjadi Ammatoa I 
(Ammatoa Mariolo). Ada beberapa mitos tentang manusia 
pertama, yaitu: 
a. Mitos pertama menyebutkan  Turie' A'Ra'na memerintahkan 
kepada Batara Guru untuk melihat keadaan bumi, setelah 
kembali melaporkan bahwa perlu ada manusia diatas bumi, 
atas kehendak Turie' A'Ra'na maka diturunkanlah 
Tomanurung ke bumi dengan mengendarai seekor burung 
berkepala dua yang disebut Koajang, inilah yang menjadi 
asal mulanya nama Kajang. 
b. Mitos kedua menyebutkan bahwa Tomanurung diturunkan ke 
bumi adalah Batara Guru dari kerajaan Pertiwi, lahirlah tiga 
orang yaitu Batara Lattu, Sawerigading, dan Yabeng. 
c. Versi lainnya menceritakan bahwa sepasang suami isteri, 
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masing-masing bernama Tamparang Daeng Maloang (Mado 
Putta Parang) dan Puabinanga. Muncul disebuah tempat 
bernama Tombolo sebagai manusia pertama di bumi ini, 
pasangan ini tidak mempunyai anak. Yang dimana sang 
suami akhirnya menikahi perempuan lain dan menghasilkan 
tiga orang anak, yaitu Kajang, Lembang, dan Laikang. 
Masyarakat Ammatoa mempraktekkan sebuah agama adat 
yang disebut dengan Patuntung. Istilah Patuntung berasal dari 
tuntungi, kata dalam bahasa Makassar yang jika diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia berarti mencari sumber kebenaran. 
Ajaran Patuntung mengajarkan jika manusia ingin 
mendapatkan sumber kebenaran tersebut, maka ia harus 
menyandarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu menghormati 
Turiek Akrakna (Tuhan), tanah yang diberikan Turiek Akrakna, 
dan nenek moyang26. Kepercayaan dan penghormatan 
terhadap Turiek Akrakna merupakan keyakinan yang paling 
mendasar dalam agama Patuntung. Masyarakat adat Kajang 
percaya bahwa Turiek Akrakna adalah pencipta segala sesuatu, 
Maha Kekal, Maha Mengetahui, Maha Perkasa, dan Maha 
Kuasa27. 
                                         
26  Rossler, M. ”Strving for Modesty; Fundamentals of religion and social organization of The 
Makassarese Patuntung”. 1990, hal. 302. 
27  Adhan, S. Islam dan Patuntung di Tana Toa Kajang; Pergulatan Tiada Akhir. 2005, hal.270. 
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Turiek Akrakna menurunkan perintah-Nya kepada 
masyarakat Kajang dalam bentuk pasang (sejenis wahyu dalam 
tradisi agama Abrahamik) melalui manusia pertama yang 
bernama Ammatoa. Secara harfiah, pasang berarti “pesan”. 
Namun, pesan yang dimaksud bukanlah sembarang pesan. 
Pasang adalah keseluruhan pengetahuan dan pengalaman 
tentang segala aspek dan lika-liku yang berkaitan dengan 
kehidupan yang dipesankan secara lisan oleh nenek moyang 
mereka dari generasi ke generasi28. Pasang tersebut wajib 
ditatati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat 
Ammatoa. Jika masyarakat melanggar pasang, maka akan 
terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan29. 
Agar pesan-pesan yang diturunkan-Nya ke bumi dapat 
dipatuhi dan dilaksanakan oleh manusia, Turiek Akrakna 
memerintahkan Ammatowa untuk menjaga, menyebarkan, dan 
melestarikan pasang tersebut. Fungsi Ammatoa dalam 
masyarakat Kajang adalah sebagai mediator, pihak yang 
memerantarai antara Turiek Akrakna dengan manusia. Dari 
mitos yang berkembang dalam masyarakat Kajang, Ammatoa 
merupakan manusia pertama yang diturunkan oleh Turiek 
Akrakna ke dunia. Masyarakat Kajang meyakini bahwa tempat 
                                         
28  Usop, KMA. M. Pasang ri Kajang; Kajian Sistem Masyarakat Ammatoa dalam Agama 
dan Realitas Sosial. 1985, hal. 18. 
29  Adhan,S. Op.Cit., 271. 
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pertama kali Ammatoa diturunkan ke bumi adalah kawasan 
yang sekarang ini menjadi tempat tinggal mereka. Suku Kajang 
menyebut tanah tempat tinggal mereka saat ini sebagai 
Tanatowa, “tanah tertua”, tanah yang diwariskan oleh leluhur 
mereka. Mereka percaya, konon di suatu hari dalam proses 
penciptaan manusia pertama di muka bumi, turunlah To 
Manurung dari langit. Turunnya To Manurung itu mengikuti 
perintah Turek Akrakna atau Yang Maha Berkehendak. 
Syahdan, To Manurung turun ke bumi dengan menunggangi 
seekor burung Kajang yang menjadi cikal bakal manusia. Saat 
ini, keturunanya telah menyebar memenuhi permukaan bumi. 
Namun, di antara mereka ada satu kelompok yang sangat dia 
sayangi, yakni orang Kajang dari Tanatowa. Bagi orang Kajang, 
kepercayaan tentang To Manurung ini diterima sebagai sebuah 
realitas. Di tanah tempat To Manurung mendarat, mereka 
mendirikan sebuah desa yang disebut sebagai Tanatowa atau 
tanah tertua tempat pertama kali manusia ada. Karena itu, 
mereka meyakini To Manurung sebagai Ammatoa (pemimpin 
tertinggi Suku Kajang) yang pertama dan mengikuti segala 
ajaran yang dibawanya. Kini, ajaran tersebut menjadi pedoman 
mereka dalam hidup keseharian, dan nama burung Kajang 
kemudian digunakan sebagai nama komunitas mereka30. 
                                         
30  http://www.liputan6.com/progsus/?id=20087. Diakses pada 03 Maret 2013. 
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Melalui pasang, masyarakat Ammatoa menghayati bahwa 
keberadaan mereka merupakan komponen dari suatu sistem 
yang saling terkait secara sistemis; Turiek Akrakna (Tuhan), 
Pasang, Ammatoa (leluhur pertama), dan tanah yang telah 
diberikan oleh Turiek Akrakna kepada leluhur mereka.  
 
B. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Ammatoa di Kabupaten 
Bulukumba 
1. Bentuk Kekerabatan Masyarakat Ammatoa 
Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari 
beberapa kekeluarga yang mememiliki hubungan darah atau 
hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan ini, terdiri dari 
ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, 
kakek, nenek dan seterusnya. Sistem kekerabatan merupakan 
bagian penting dalam struktur sosial dari masyarakat.  
Menurut Hilman Hadikusuma, hukum kekerabatan adalah 
hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan 
pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak 
terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap 
kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Jelasnya 
hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, 
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berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian 
perkawinan dan pertalian adat31. 
Di dalam kekerabatan masyarakat Ammatoa sangat 
memegang teguh nilai-nilai kebudayaan (Pasang) yang menjadi 
pondasi untuk membangun suatu kekerabatan dan hubungan 
kekeluargaan. Nilai-nilai kebudayaan merupakan pandangan-
pandangan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang 
dianggap buruk. Sebenarnya nilai-nilai itu berasal dari 
pengalaman manusia berinteraksi dengan sesamanya. 
Selanjutnya, nilai-nilai itu akan berpengaruh pada pola berpikir 
manusia, yang kemudian menentukana sikapnya. Sikap 
menimbulkan pola tingkah laku tertentu, yang apabila 
diabstraksikan menjadi kaidah-kaidah yang nantinya akan 
mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi32. 
Dalam hukum adat kekerabatan masyarakat Ammatoa, 
unsur yang paling penting dan paling utama dalam sistem 
adalah keturunan. Keturunan menjadi suatu hal mutlak yang 
harus ada untuk meneruskan klan atau suku tertentu agar tidak 
mengalami kepunahan. Oleh karena keturunan begitu penting 
dalam hukum adat kekerabatan, maka individu yang menjadi 
keturunan memiliki hak dan kewajiban tertentu yang 
                                         
31 H. Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 201.   
32
 Soerjono Soekanto, 2004, Sosiologi Keluarga: Tentang Hak Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Rineka 
Cipta, Jakarta   
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berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang 
bersangkutan.  
Sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa 
Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda diantara 
suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang lain, daerah 
yang satu dan daerah yang lain, serta akibat hukum dan 
upacara perkawinannya berbeda.  
Masyarakat Ammatoa menganut sistem kekerabatan 
Parental, yang menarik garis dari kedua belah pihak yaitu ayah 
dan ibu, sehingga para ahli waris dari pihak laki-laki maupun 
perempuan berhak mendapatkan harta warisan yang 
ditinggalkan oleh pewaris. 
2. Bentuk Perkawinan Masyarakat  Ammatoa 
Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum 
adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-
cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan 
di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai 
daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat 
kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan 
masyarakat yang berbeda-beda.  
Di samping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat 
perkawinan itu disana-sini sudah terjadi pergeseran-
pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran 
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antar suku, adat istiadat, dan agama yang berlainan. 
Perkawinan menurut Masyarakat Ammatoa ialah 
perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat 
yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Setelah 
terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban orang tua, termasuk anggota 
keluarga/kerabat, menurut hukum adat setempat, yaitu 
dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam 
peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, 
dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang 
terikat dalam perkawinan. 
Masyarakat Kajang Ammatoa, sistem pertalian darah 
menggunakan sistem bilineal/parental (ayah dan ibu). Dalam 
mengurai hubungan kekerabatan, seorang anak dapat 
mengikuti jalur ayah maupun ibu. Hubungan kekerabatan 
terputus pada sepupu delapan kali. Hubungan kekerabatan ini 
penting karena hubungan ini menjadi tinjauan terutama pada 
perkara perkawinan. Mungkin hal ini dimaksudkan agar tidak 
merusak keturunan. 
Masyarakat Kajang Ammatoa boleh menikah dengan 
sesama warga dalam kawasan adat Ammatoa maupun yang 
berada diluar kawasan adat dengan ketentuan-ketentuan yang 
telah ditetapkan. Prosedur pernikahan masyarakat adat Kajang 
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Ammatoa dimulai dengan acara lamaran oleh wali pihak laki - 
laki kepada pihak perempuan, hal itu dikarenakan dalam silsilah 
keluarga garis keturunan menganut sistem Patrilinear  yang 
mengikuti darah ayahnya. Dalam acara lamaran tersebut, wali 
perempuan menanyakan silsilah keturunan calon mempelai 
laki-laki kepada walinya. 
Adapun mahar yang berikan berdasarkan sissilah 
keturunan yang mempunyai adat tersendiri yaitu : Sunrang 
Tallu (3 ekor kerbau), Sunrang Kati (4 ekor kerbau), Sunrang 
Lima (5 ekor kerbau) dan Sunrang Tuju (7 ekor kerbau). 
Dimana Sunrang tadi berarti mahar. Apabila mahar yang 
berupa Sunrang beberapa ekor kerbau, maka banyaknya uang 
telah terpahamkan oleh pihak laki-laki. Sedangkan mas kawin 
berupa Lima Tai’ (untuk keluarga keturunan pemangku adat) 
dan Empat Tai’ (untuk masyarakat biasa). 
Setelah itu, maka ditentukanlah hari resepsi pernikahan. 
Rangkaian resepsi pernikahan selama 2 hari 2 malam dengan 
konsep yang berlandaskan adat istiadat dan budaya Kajang 
Ammatoa secara turun-temurun. Adapun baju adat yang 
digunakan pada saat pernikahan yaitu Baju Pokki’ (baju 
pendek). Setelah resepsi pernikahan dan akan nikah 
berlangsung, maka kedua mempelai sudah sah menjadi 
pasngan suami isteri. Hal yang paling penting untuk mereka 
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jaga adalah “Harus mempertahankan Hak dan Keturunan”. 
Mengenai kawin lari, kedua pihak diterima apabila telah 
memenuhi persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah 
pihak dengan tetap menjadikan adat istiadat sebagai pedoman. 
Prosesi pernikahan pun sama dengan pernikahan seperti yang 
diterangkan di atas yaitu dari lamaran hingga resepsi 
pernikahan dan akhirnya sah menjadi pasangan suami isteri. 
Adapun simbol bahwa di suatu rumah telah diadakan 
acara pernikahan yaitu diikatkannya tanduk kerbau pada tiang 
dalam rumah mereka. Berapa pun jumlah tanduk yang diikat, 
sekian kali pula pada rumah tersebut telah diadakan 
pernikahan.  
Masyarakat Ammatoa melaksanakan pernikahan yang 
bersifat mandiri, yaitu perkawinan yang bentuknya pada 
umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat 
parental (keorangtuaan), dan di kalangan masyarakat Indonesia 
yang moderen, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak 
banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga. 
Kedudukan dan hak suami dan istri sama; suami adalah kepala 
keluarga/rumah tangga, sedangkan istri adalah ibu 
keluarga/rumah tangga. 
Dalam hal perkawinan, masyarakat adat Tana Toa terikat 
oleh adat yang mengharuskan menikah dengan sesama orang 
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dalam kawasan adat. Jika tidak maka mereka harus hidup di 
luar kawasan adat, pengecualian bagi pasangan yang bersedia 
mengikuti segala aturan dan adat-istiadat yang berlaku di 
dalam kawasan adat. Sekarang ini, sudah banyak masyarakat 
Kajang Ammatoa yang menikah dengan orang yang berasal 
dari luar wilayah adat, dan menetap di luar kawasan asalnya. 
Mereka berfikir bahwa dengan demikian, kehidupan mereka 
bisa jauh lebih berkembang dan jauh lebih baik. 
Rata-rata hanya sedikit orang luar yang mau menikah 
dengan gadis dikawasan adat Ammatoa karena menurut 
mereka maharnya mahal karena mereka harus membayar 
paling sedikit 3 ekor kerbau yang diperkirakan harga 1 kerbau 
itu 10 juta rupiah. Ada juga masyarakat pria dari Ammatoa yang 
menikah dengan wanita dari luar kawasan karena menurut 
mereka jauh lebih murah dibanding dengan wanita dari dalam 
kawasan. Hampir semua wanita di Ammatoa itu harus pandai 
menenun karena itu merupakan sebuah keharusan dan dan 
tradisi turun menurun. 
Tujuan dari perkawinan pada masyarakat Ammatoa, 
pada prinsipnya adalah untuk memperoleh keturunan dan 
dengan demikian tiba pada pembentukan keluarga. Perkawinan 
bukan hanya sekadar urusan calon-calon suami istri, akan 
tetapi juga kepentingan keluarga sebelah-menyebelah calon 
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mempelai perempuan maupun laki-laki. Khususnya setelah 
kelahiran anak-anak dari perkawinan ini maka ikatan antara 
kedua keluarga tersebut menjadi erat. 
4. Kedudukan Anak Masyarakat Ammatoa 
Anak kandung memilikki kedudukan yang terpenting di 
dalam setiap masyarakat adat. Di samping oleh orang tuanya 
anak itu sebagai generasi penerus anak itu juga dipandang 
sebagai wadah (tempat tumpuan) dimana semua harapan 
orang tuanya kelak, jikalau orang tuanya nanti sudah tidak 
mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Namun 
dewasa ini banyaki kita jumpai bahwa adanya kelahiran anak 
tidak normal atau tidak sah, diantaranya adalah : Anak lahir di 
luar perkawinan dan Anak yang lahir dari hubungan zinah.  
Pada masyarakat adat Ammatoa yang pertama 
berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan anak 
perempuan serta keturunannya (cucu-cucunya). Anak yang 
masih didalam kandungan seorang ibu juga menjadi ahli waris, 
asalkan sewaktu anak itu lahir dalam keadaan hidup. 
Begitupula terhadap anak yang lahir hidup dari ibunya yang 
sedang mengandung ketika ayah kandungnya wafat, ia berhak 
menjadi ahli waris dari ayahnya. 
Masyarakat Ammatoa juga mengenal kedudukan anak, 
anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari 
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perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin 
terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dulu 
sebelum perkawinan atau perkawinan itu merupakan kawin 
darurat untuk menutup malu karena yang menjadi suami bukan 
pria biologis dari janin yang dikandung sang ibu. 
 
C. Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Ammatoa di 
Kabupaten Bulukumba 
Berbicara tentang kewarisan, berarti berbicara mengenai 
adanya peristiwa penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu 
salah seorang dari anggota masyarakat tersebut ada yang 
meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki 
harta kekayaan, maka persoalannya adalah bukan tentang 
kematian, melainkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.  
Mengetahui sistem kekerabatan dalam hal kewarisan 
merupakan sesuatu yang sangat urgen. Karena pembagian warisan 
dalam msayarakat adat sangat bergantung pada sistem 
kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. 
Keberadaan hukum waris adat di Kabupaten Bulukumba, 
khususnya pada masyarakat Ammatoa, memiliki adat istiadat 
tersendiri, yang merupakan kebiasaan turun-temurun yang telah 
diatur dalam Pasang ri Kajang yang menjadi dasar hidup sehari-
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hari masyarakat Ammatoa, sehingga merupakan salah satu bagian 
dari adat istiadat yang ada di Indonesia. 
Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang menganut 
system keturunan menurut garis kedua orang tua (parental) yaitu 
dari pihak ayah dan dari pihak ibu (bilateral), tidak membedakan 
kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai waris. 
Baik anak. laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapat 
bagian warisan dari orang tuanya. Kecenderungan sifat 
kewarisantersebut tersebut  parental adalah melaksanakan sistem 
inividual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi 
kepemilikannya kepada para ahli waris. Sistem kewarisan ini 
berlaku di Aceh, Melayu (Sumartera Utara), Sumatera Selatan, di 
pulau Jawa dan Madura, di Kalimantan dan Sulawesi. 
Menurut masyarakat adat Ammatoa, waris adat adalah harta 
bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan pemberian orang 
tua yang sudah meninggal kepada keturunannya. Tujuannya untuk 
menjalin silaturahmi antara anggota keluarga yang masih ada 
maupun yang sudah tidak ada33. 
Di Kawasan Adat Ammatoa yang merupakan daerah yang 
ada di provinsi Sulawesi Selatan yang menganut sistem pembagian 
secara parental atau sistem pewarisan yang menarik garis 
keturunan dari pihak ibu dan bapak ternyata mempunyai 
                                         
33  Wawancara Kepala Dusun Benteng, Dg. Rannu - 13 Maret 2013 
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pembagian lain secara adat. Sistem pembagian warisannya 
menempatkankan anak laki-laki sebagai ahli waris yang 
menggunakan sistem kolektif bergilir untuk mengelola dan 
menikmati hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang di 
wariskan oleh orang tuanya. Sedangkan anak perempuan sebagai 
ahli waris menggunakan sistem individual untuk mendaptkan 
bagian harta yang berupa emas, alat tenun, dan alat rumah tangga. 
Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan juga menggunakan 
sistem kolektif bergilir dalam hal menempati rumah tinggal yang 
diwariskan oleh pewaris. 
Kedua sistem pembagian tersebut sudah dilakukan secara 
turun-temurun oleh masyarakat adat setempat, seperti yang telah di 
pesankan didalam Pasang ri Kajang, yaitu sebuah pesan yang 
berasal dari Turiek Akrakna (Tuhan Yang Maha Esa) yang di 
turunkan kepada Ammatoa. 
Dalam pembagian harta warisan, masyarakat Ammatoa 
sangat berpegang teguh dalam Pasang ri Kajang. Masyarakat 
Ammatoa, mengenal 4 macam keturunan, yaitu tau’ tallua’; tau’ 
appaka; tau’ annanga; dan tau’ limayya. Menurut pejabat setempat, 
objek warisan ini hanya berupa tanah (lahan pertanian), rumah dan 
benda-benda yang ada dalam rumah. Kepada laki-laki diwariskan 
tanah untuk dikelola secara begilir dan perempuan di wariskan 
benda-benda yang tersimpan di dalam rumah, seperti emas, alat 
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masak, alat dapur, dan badik. Sedangkan rumah, diwariskan 
secara bergilir untuk menempatinya selama 2 tahun secara 
bergiliran oleh para ahli waris. 
a. Tau’ Tallua 
Dalam adat istiadat masyarakat Ammatoa, dikenal 
beberapa keturunan, yang semuanya mendiami Dusun 
Benteng. Salah satunya adalah keturunan Tau’ Tallua, yang 
mendiami kawasan Tuli, dimana kawasan ini hanya didiami 
oleh keturunan dari Dagempa ri Tulia tau Tumutung ri Sobu’.  
Laki-laki diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola 
tanah garapan lahan pertanian yang hanya berada di kawasan 
Tuli selama 3 tahun, secara bergiliran. Sedangkan perempuan 
diberikan harta benda yang berada di dalam rumah, dibagikan 
secara adil oleh Bohe’ Amma. Sedangkan rumah yang di 
tempati oleh orang tua selama masih hidup diberikan 
wewenang kepada Bohe’ Amma untuk menentukan, siapa yang 
berhak menempatinya terlebih dahulu, dan bergiliran selama 2 
tahun. 
b. Tau’ Appa’ 
Keturunan Tau’ Appa’  mendiami kawasan Sangkala. Laki-
laki diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola tanah garapan 
lahan pertanian yang hanya berada di kawasan Tuli selama 3 
tahun, secara bergiliran. Sedangkan perempuan diberikan harta 
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benda yang berada di dalam rumah, dibagikan secara adil oleh 
Bohe’ Amma. Sedangkan rumah yang di tempati oleh orang tua 
selama masih hidup diberikan wewenang kepada Bohe’ Amma 
untuk menentukan, siapa yang berhak menempatinya terlebih 
dahulu, dan bergiliran selama 2 tahun. 
c. Tau’  Annanga 
Tau’ Annanga, yang mendiami kawasan Doro, dimana 
kawasan ini hanya didiami oleh keturunan dari Dalonjo 
Dibalagana’. Laki-laki diberikan hak sepenuhnya untuk 
mengelola tanah garapan lahan pertanian yang hanya berada di 
kawasan Tuli selama 3 tahun, secara bergiliran. Sedangkan 
perempuan diberikan harta benda yang berada di dalam rumah, 
dibagikan secara adil oleh Bohe’ Amma. Sedangkan rumah 
yang di tempati oleh orang tua selama masih hidup diberikan 
wewenang kepada Bohe’ Amma untuk menentukan, siapa yang 
berhak menempatinya terlebih dahulu, dan bergiliran selama 2 
tahun. 
d. Tau Limayya 
Tau’ Limayya, yang mendiami kawasan Limba, dimana 
kawasan ini hanya didiami oleh keturunan dari Bohe' Tuteaka. 
Laki-laki diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola tanah 
garapan lahan pertanian yang hanya berada di kawasan Tuli 
selama 3 tahun, secara bergiliran. Sedangkan perempuan 
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diberikan harta benda yang berada di dalam rumah, dibagikan 
secara adil oleh Bohe’ Amma. Sedangkan rumah yang di 
tempati oleh orang tua selama masih hidup diberikan wewenang 
kepada Bohe’ Amma untuk menentukan, siapa yang berhak 
menempatinya terlebih dahulu, dan bergiliran selama 2 tahun. 
Pelaksanaan pembagian warisan di kawasan adat 
Ammatoa, Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten 
Bulukumba, Sulawesi Selatan menggunakan sistem adat istiadat 
yang secara turun temurun dilaksanaan oleh masyarakat adat 
setempat. Pada masyarakat adat Ammatoa, harta warisan dibagi 
dalam beberapa jenis, yaitu34: 
a. Harta bawaan dari suami/istri yang berasal dari orang tua yang 
dibawa ketika perkawinan (misalnya rumah, perhiasan, alat 
tenun, alat rumah tangga). 
b. Harta pemberian/hadiah yang diperoleh suami/istri dari orang 
tua atau kerabat pada saat perkawinan (berupa bidang tanah), 
yang menjadi milik bersama untuk keperlua rumah tangga dan 
anak-anak. 
c. Harta bersama suami isteri yaitu harta pencarian selama 
adanya ikatan perkawinan. 
Ketiga macam harta tersebut apabila orang tua wafat 
maupun sebelum orang tua wafat adalah harta warisan yang akan 
                                         
34 Hasil Wawancara dengan H. Mansyur Embas (Ketua Badan Adat Ammatoa), pada 19 Maret 2013 
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terbagi-bagi kepada para ahli waris dengan berpedoman kepada 
adat istiadat yang tertuang dalam Pasang yang secara turun-
temurun diyakini oleh masyarakat adat setempat. 
Secara keseluruhan pembagian warisan sesuai garis 
keturunan adalah sama disetiap kawasan yang dipimpin oleh 
Ammatoa, yang membedakan hanyalah keturunannya saja. Apabila 
ada salah satu keluarga yang memiliki anak lebih dari garis 
keturunannya pada umumnya, maka pembagian warisan 
sepenuhnya diserahkan kepada Ammatoa. Harta warisan yang 
diperoleh para ahli waris, tidak dapat dipindah tangankan/dijual 
kepada orang yang bukan berasal dari keturunan yang sama 
(wilayah yang sama). Berdasarkan penelitian penulis, tidak 
ditemukan sengketa pembagian warisan, hal ini disebabkan karena 
masyarakat Ilalang Embayya ini masih berpegang teguh pada 
Pasang yang merupakan pedoman hidup mereka secara turun-
temurun. 
Pada masyarakat adat Ammatoa yang pertama 
berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan anak 
perempuan serta keturunannya (cucu-cucunya). Anak yang masih 
didalam kandungan seorang ibu juga menjadi ahli waris, asalkan 
sewaktu anak itu lahir dalam keadaan hidup. Begitupula terhadap 
anak yang lahir hidup dari ibunya yang sedang mengandung ketika 
ayah kandungnya wafat, ia berhak menjadi ahli waris dari ayahnya. 
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Berdasarkan hasil wawancara dari para responden, penulis 
menemukan bahwa dalam masyarakat adat Ammatoa di Kajang, 
Sulawesi Selatan pada dasarnya hak dan bagian ahli waris anak 
laki-laki dan perempuan berbeda terhadap harta peninggalan orang 
tuanya, baik yang berasal dari harta bawaan maupun harta 
pencarian dari orang tuanya. Anak perempuan sudah jelas 
mendapatkan harta berupa emas, alat tenun, alat rumah tangga 
dan berhak untuk tinggal di rumah peninggalan orang tua selama 2 
tahun secara bergiliran dengan saudara-saudara laki-laki yang 
lainnya. Harta yang berupa harta bawaan ibunya secara muleh tlak 
dikuasai oleh anak perempuan, seperti yang disebutkan 
sebelumnya berupa emas, alat tenun dan alat rumah tangga. 
Sedangkan harta bawaan ayahnya yang berupa tanah, perkebunan 
bahkan hewan ternak dikelola secara bergiliran oleha anak laki-laki. 
Serupa harta bawaan ayahnya, harta pemberian (hadiah) 
hanya boleh dikelola oleh anak laki-laki secara begiliran untuk 
dinikmati hasilnya. Karena sesuai dengan apa yang diyakini dalam 
Pasang  anak perempuan tidak boleh mewarisi harta dari orang 
tuanya yang berada di luar rumah. Dengan demikian, anak laki-laki 
tidak lagi berhak mewarisi harta yang berada dalam rumah karena 
sudah mendapatkan bagian warisan yang sudah ditetapkan untuk 
dikelola dan dinikmati hasilnya secara bergilir. 
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Seperti yang telah diketahui, bahwa Kajang ini terbagi atas 
dua wilayah, yaitu Kajang Dalam (Ilalang Embayya) yang 
pembagian warisnya sudah dijelaskan sebelumnya, dan masih 
memegang teguh adat istiadat tanpa ada campur tangan dari 
pemerintah. Sedangkan Masyarakat Kajang Luar (Ipantarang 
Embayya) berbeda sekali. Masyarakat yang berada di Kajang Luar 
ini, hampir semuanya telah mengenyam pendidikan formal, dan 
memeluk agama Islam. Tata cara pembagian warisannya pun 
demikian, menurut Hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapatkan 
2x bagian yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan dan 
harta warisan yang mereka dapatkan dapat dijual oleh pewaris 
kepada orang lain, meskipun bukan berasal dari keturunan yang 
sama. 
Berdasarkan sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat 
Ammatoa yaitu sistem kolektif bergilir, para ahli waris laki-laki 
diberikan kesempatan 3 tahun setiap orangnya untuk menggarap 
tanah warisan tersebut secara bergiliran untuk dinikmati hasilnya. 
Dalam hal kewarisan ini, hanya tanah garapan pertanian, 
perkebunan dan hewan ternak yang diperbolehkan dikelola dan 
diwariskan kepada laki-laki.   
Tanah garapan pertanian, perkebunan dan hewan ternak ini 
dikelola oleh masing-masing ahli waris selama 3 tahun secara 
bergiliran untuk dinikmati hasilnya. Namun kelemahannya adalah 
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semakin hari, semakin bertambah ahli warisnya tetapi luas tanah 
garapannya pertanian dan perkebunan, sejak jaman nenek moyang 
mereka ukurannya tetap seperti itu. Jadi, masyarakat Ilalang 
Embayya tidak boleh membangun rumah di area tanah garapan 
warisan. Alasannya karena tanah garapan itu terbatas luasnya, 
sedangkan keturunan makin banyak. 
Rumah ini adalah juga termasuk harta warisan yang 
dinikmati secara kolektif, melalui ritual adat yang dipimpin oleh 
Ammatoa, akan dipilih siapa yang akan menempati rumah tersebut 
lebih dulu selama dua tahun, kemudian bergantian dengan ahli 
waris yang lainnya. Ritual adat seperti ini sudah turun temurun 
dilakukan oleh masyarakat Ilalang Embayya dan biasanya setelah 
ritual adat dilakukan, mereka akan mengadakan acara syukuran 
dengan memanggil tetangga mereka (masih dalam wilayah yang 
sama) untuk makan bersama menggunakan alat makan yang 
menggunakan tempurung kelapa dan beras merah. Sebagai salah 
satu tanda syukur telah dipercayakan oleh leluhurnya untuk 
menempati rumah tersebut. Rumah ini akan ditinggali secara 
bergilir oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan. 
Kemudian, harta benda yang berada di dalam rumah, seperti 
perhiasan, alat rumah tangga, alat dapur, dan alat tenun yang 
merupakan bagian dari harta warisan peninggalan yang khusus 
diberikan hanya kepada anak perempuan ahli waris. Cara 
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pembagiannya pun dibagi secara merata, tidak secara kolektif yang 
pembagiannya dilaksanakan oleh Ammatoa.  
Tapi terkadang dalam suatu keluarga di kawasan adat 
Ammatoa tidak mempunyai ahli waris laki-laki dalam pembagian 
warisannya. Apabila tidak terdapat ahli waris laki-laki, maka 
Ammatoa berhak untuk mengadakan pelelangan tanah garapan, 
perkebunan dan hewan ternak. Yang boleh membeli tanah garapan, 
perkebunan dan hewan ternak tersebut adalah mereka yang masih 
tinggal di satu kawasan yang sama. Meskipun ada masyarakat 
Ilalang Embayya yang ingin membeli, tetapi bermukim di kawasan 
yang berbeda atau tidak dari keturunan yang sama, maka tidak 
diperbolehkan. 
Masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi dalam 
pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Ammatoa 
yang mempunyai harta warisan berupa lahan pertanian, 
perkebunan, hewan ternak, rumah, perhiasan dan harta benda 
lainnya yang bisa diwariskan. Adapun cara pembagiannya sebagai 
berikut: 
a. Jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak maka, 
pembagian warisannya dibagikan kepada saudara-saudara si 
pewaris. Jika tidak ada saudara, maka dikembalikan kepada 
orang tua pewaris. 
b. Jika dalam suatu keluarga mempunyai anak laki-laki saja, maka 
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harta warisan berupa emas, alat tenun, alat rumah tangga yang 
seharusnya dikuasai oleh anak perempuan, di kuasai oleh 
Ammatoa yang kemudian akan di lelang kepada keturunan 
yang sama untuk dijadikan sumbangan adat untuk kawasan 
adat Ammatoa. 
c. Jika dalam suatu keluarga pewaris meninggal sebelum memiliki 
anak, maka harta warisan tersebut kembali kepada orang 
tuanya dan saudaranya. Dalam hal ini baik suami/istri tidak 
mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan selama 
pernikahan. 
Tidak ada kepastian kapan pembagian warisan akan 
dilakukan di kawasan adat Ammatoa. Dalam sistem pembagian 
warisan adat di Indonesia, pembagian warisan dapat dilakukan 
sebelum ataupun setelah meninggalnya pewaris. 
Berdasarkan penelitian dan jawaban responden, sebagian 
besar pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris 
meninggal. Hal ini disebabkan karena harta warisan berupa 
perhiasan dan tanah garapan pertanian, perkebunan dan hewan 
ternak sudah mutlak menjadi hak pakai dan hak mengelola untuk 
ahli waris menikmati hasilnya secara bergilir.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Ammatoa, 
menganut sistem Parental/Bilateral dimana masyarakat Kajang 
Ammatoa, sistem pertalian darah menggunakan sistem 
bilineal/parental (ayah dan ibu). Dalam mengurai hubungan 
kekerabatan, seorang anak dapat mengikuti jalur ayah maupun 
ibu. Hubungan kekerabatan terputus pada sepupu delapan kali. 
Hubungan kekerabatan ini penting karena hubungan ini menjadi 
tinjauan terutama pada perkara perkawinan. Mungkin hal ini 
dimaksudkan agar tidak merusak keturunan 
2. Dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat 
Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, yang masih berpegang 
teguh pada Hukum Adat yang secara turun-temurun, 
menggunakan sistem pembagian secara kolektif bergilir untuk 
harta warisan berupa rumah dan tanah garapan pertanian, 
perkebunan dan hewan ternak, namun tanah garapan pertanian 
ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk dikelola secara 
bergiliran. Sedangkan untuk ahli waris perempuan, 
mendapatkan harta warisan secara individual yaitu berupa 
perhiasan, perlengkapan rumah tangga, yang berada didalam 
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rumah pewaris. Rumah yang diwariskan, akan ditinggali secara 
bergiliran oleh para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan 
selama 2 tahun. Kemudian, harta warisan tersebut tidak dapat 
diperjual belikan kepada orang lain diluar wilayah keturunan si 
ahli waris.  
  
B. Saran 
1. Pembagian harta warisan secara adat yang menganut sistem 
kolektif bergilir, seharusnya tidak membedakan antara ahli waris 
laki-laki dan perempuan. 
2. Sebagai Kepala Adat, Ammatoa bisa saja mengatur lebih adil 
tentang tata cara pembagian warisan ini, agar kesemua ahli 
waris mendapatkan hak yang sama.  
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